PERATURAN PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A
NOVOR 96 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2007
TENTANG TATA KERJA DEWAN PERTI MBANGAN PRESI DEN DAN
SEKRETARI AT DEWAN PERTI MBANGAN PRESI DEN

DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,

Meni nbang:

bahwa dal am rangka | ebi h neningkatkan peran Dewan Pertinbangan
Presi den dal am pel aksanaan t ugas penberi an nasi hat dan
perti nbangan kepada Presiden, di pandang perlu untuk nenyenpurnakan
Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja Dewan
Perti nbangan Presi den dan Sekretariat Dewan Perti nbangan Presiden;

Mengi ngat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
| ndonesi a Tahun 1945;

2. Undang- Undang Nonor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Perti nbangan
Presi den (Lenbaran Negara Republik |Indonesia Tahun 2006 Nonor
108, Tanbahan Lenbaran Negara Kepublik | ndonesi a Nonor 4670);

3. Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2007 tentang Tata Kerja
Dewan Perti mbangan Presi den dan Sekretari at Dewan
Perti nbangan Presiden.

VEMUTUSKAN:
Menet apkan:
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESI DEN NOMOR 10 TAHUN 2007 TENTANG TATA
KERJA, DEWAN  PERTI MBANGAN PRESIDEN DAN SEKRETARI AT  DEWAN
PERTI MBANGAN PRESI DEN

Pasal |

Beberapa ketentuan dal am Peraturan Presiden Nonor 10 Tahun 2007
tentang Tata Kerja Dewan Pertinbangan Presiden dan Sekretari at
Dewan Perti nbangan Presiden, diubah sebagai beri kut

1. Ket ent uan Pasal 23 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
"Pasal 23

(1) Kepada Ketua dan Anggota Dewan Pertinbangan Presiden
di beri kan hak keuangan dan fasilitas |[|ainnya sesuai
dengan yang di beri kan kepada Menteri Negar a.

(2) Hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi Ketua dan
Anggot a Dewan Pert i nbangan Presi den sebagai mana
di mmaksud pada ayat (1) diberikan terhitung rmulai
t anggal pel anti kan.

(3) Ketentuan lebih |anjut yang diperlukan bagi pel aksanaan
penberian hak keuangan dan fasilitas lain bagi Ketua
dan Anggota Dewan Pertinbangan Presiden, diatur oleh



Menteri Sekretaris Negara dan/atau Menteri Keuangan
bai k secara bersanma-sanma maupun sendiri-sendiri nenurut
bi dang tugasnya nasi ng- masi ng.

(4) Sejak nmulai tanggal pelantikan, kepada Ketua dan
Anggot a Dewan Perti nbangan Presiden yang tel ah nenerinma
hak keuangan berdasarkan Peraturan Presiden Nonor 15
Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Lain
Ketua dan Anggota Dewan Pertinbangan Presiden, hanya
di beri kan selisih kekurangan besarnya hak keuangan
ber dasar kan Peraturan Presiden ini."

D antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) bab yakn
BAB VI I, sehingga berbunyi sebagai berikut :

"BAB VI|
SEKRETARI S ANGGOTA DEWAN PERTI MBANGAN PRESI DEN

Pasal 23 A

(1) Untuk nenperlancar pel aksanaan tugas Dewan Perti nbangan
Pr esi den, masi ng- masi ng Anggota Dewan Pertinbangan
Presiden, dibantu oleh 1 (satu) orang Sekretaris
Anggot a Dewan Perti nbangan Presi den

(2) Sekretaris Anggot a Dewan Perti mbangan Pr esi den
sebagai mana di naksud pada ayat (1) nenpunyai tugas
nmenberi kan masukan dan/atau tel aahan ber dasar kan
keahl i annya kepada Anggota Dewan Pertinbangan Presiden
yang di bant unya.

(3) Dalam nel aksanakan tugasnya Sekretaris Anggota Dewan
Perti nbangan Presiden tidak dapat bertindak atas nama
dan/ atau nmewaki |l i Dewan Perti nbangan Presi den.

Pasal 23 B

Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan Presi den dapat berasal
dari Pegawai Negeri atau bukan Pegawai Negeri .

Pasal 23 C

(1) Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Sekretaris Anggota
Dewan Pertinbangan Presiden diberhentikan dari jabatan
organi knya selama nenjadi Sekretaris Anggota Dewan
Perti nbangan Presiden tanpa kehilangan status sebagai
Pegawai Negeri .

(2) Pegawai Negeri yang di angkat sebagai Sekretaris Anggota
Dewan Pertinbangan Presiden dinai kkan pangkat nya setiap
kali secara reguler setingkat Ilebih tinggi tanpa
terikat jenjang pangkat, sesuali dengan ket entuan
per at uran per undang- undangan.

Pasal 23 D

(1) Pegawai Negeri yang berhenti atau telah berakhir mnasa



bakti nya sebagai Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan
Presiden, kenbali kepada instansi induknya apabila
bel um nencapai batas wusia pensiun sesuai dengan
ket ent uan perat uran perundang- undangan.

(2) Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Sekretaris Anggota
Dewan Pertinbangan Presiden diberhenti kan dengan hor nat
sebagai Pegawai Negeri apabila telah nencapai batas
usia pensiun dan diberikan hak-hak kepegawai annya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23 E

(1) Kepada Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan Presiden
di beri kan hak keuangan dan fasilitas |ainnya sesuai
dengan yang di beri kan kepada Pejabat Struktural Eselon
I b

(2) Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan Presiden yang
bukan berasal dari Pegawai Negeri, dalam hal vyang
bersangkutan  di berhenti kan dari j abat annya, tidak
nmendapat hak pensiun atau pesangon.

Pasal 23 F

(1) Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan Presiden di angkat
dan di berhenti kan ol eh Presiden atas usul Anggota Dewan
Perti nbangan Presiden.

(2) WMasa tugas Sekretaris Anggota Dewan Pertinbangan
Presi den sebagai mana di maksud pada ayat (1), berakhir
ber samaan dengan berakhirnya masa tugas Anggota Dewan
Perti nbangan Presiden.”

Pasal |1
Dengan berl akunya Peraturan Presiden ini, maka Peraturan
Presiden Nonmor 15 Tahun 2007 tentang Hak Keuangan dan
Fasilitas Lain Ketua dan Anggota Dewan Perti nbangan Presi den,
di cabut dan di nyat akan ti dak berl aku.
Pasal 111
Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
D tetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Okt ober 2007
PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A,
ttd.

DR H. SUSI LO BAMBANG YUDHOYONO



